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ABSTRAK

Pembagian sumber hukum Islam memiliki beberapa perbedaan penempatan urutannya. Semisal,
urutan sumber hukum Islam yang telah disepakati : Alquran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Sebagian ulama lain
membagi sumber hukum Islam terbagi dua yaitu : Nagli dan Agli. Nagli terdiri dari Alquran dan Sunnah,
sedangkan Aqli terdiri dari Ijma dan Qiyas. Di sisi lain, menempatkan Alquran dan Sunnah saja sebagai
sumber hukum Islam dan sebagian menempatkan akal sebagai sumber hukum Islam pertama sebelum
Alguran dan Sunnah menjadi persoalan sendiri.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu Alquran, Sunnah dan
Ijtihad bi ra’yi (akal budi). Pemahaman tentang sumber hukum Mahmud Syaltut berangkat dari relasi antara
teks dengan konteks. Alquran dan Sunnah pemahamannya dimaksudkan sebagai pendekatan langsung
terhadap teks. Sedangkan ra’yu merupakan ijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak dijumpai pada
nash (teks) yang kemudian dipraktekkan melalui metode ijma’, mazhab sahabi, giyas, istihsan, istihsab,
maslahah mursalah, ‘urf, Sadd al-dzariah, Syar’u man qoblana. Menurut Harun Nasution, menjelaskan
tentang posisi akal dan wahyu adalah akal dapat mengetahui adanya Tuhan, dapat mengetahui bahwa
manusia wajib beribadat dan berterima kasih kepada-Nya tetapi akal tak sanggup mengetahui semua sifat-
sifat Tuhan dan tak dapat mengetahui cara yang sebaiknya beribadat kepada-Nya, wahyulah yang
menjelaskan kepada akal cara beribadat dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan akal juga tidak dapat
mengetahui perincian dari kebaikan dan kejahatan. Disinilah fungsi wahyu yaitu menguatkan pendapat akal
melalui sifat sakral dan absolut yang terdapat dalam wahyu.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep urutan sumber-sumber hukum Islam agar
pembaca dapat memahami berbagai macam perbedaan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan
pendekatan library research (kepustakaan). Metode yang digunakan adalah metode diskripsi — analisis, yang
diharapkan mampu menjelaskan kedudukan sumber hukum Islam.

Dalam analisis penulis, Alguran telah jelas menerangkan di beberapa ayat bahwa akal memiliki
peranan yang sangat penting yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah dan rahmat untuk menambah
ketakwaan kepada-Nya. Maka posisi akal menjadi jalan untuk membantu manusia khususnya para mujtahid
dalam memutuskan perkara hukum kontemporer selama tidak bertentangan dengan Alguran dan Sunnah.

Pada zaman sekarang ini proses ijtihad masih sangat terbuka lebar karena zaman yang terus berubah.
Namun demikian pemberlakuan ijtihad tidak berlaku pada ijtihad fardi perorangan) melainkan pada ijtihad
jama’i (kolektif). Karena keilmuan modern yang semakin komplek maka penguasaan semua bidang oleh
seorang mujtahid sangat sulit, maka dapat disatukan sesuai dengan ahlinya di bidang masing-masing untuk
bersama menetapkan persoalan hukum.

Kata kunci: Alguran, Sunnah, Akal dan Sumber Hukum Islam

ABSTRACT

The division of Islamic legal sources has several different placement sequences. For example, the
sequence of sources of Islamic law that have been agreed: the Qur'an, Sunnah, Ijma 'and Qiyas. Some other
scholars divide the source of Islamic law is divided into two namely: Nagli and Agli. Nagli consists of the
Qur'an and Sunnah, while Agli consists of Ijma and Qiyas. On the other hand, putting the Qur'an and Sunnah
alone as a source of Islamic law and some putting reason as the first source of Islamic law before the Qur'an
and Sunnah became its own problems.

Mahmud Syaltut said that the source of Islamic law there are three, namely the Qur'an, Sunnah and
Ijtihad bi ra'yi (reason). The understanding of Mahmud Syaltut's legal sources departs from the relation
between text and context. The Qur'an and Sunnah are intended as a direct approach to the text. While ra'yu is
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ijtihad to the various problems that are not found in the texts which are then practiced through the method of
ijma ', the school of sahabi, giyas, istihsan, istihsab, maslahah mursalah," urf, Sadd al-dzariah, Syar'u man
goblana . According to Harun Nasution, explaining the position of reason and revelation is the intellect of
knowing the existence of God, knowing that man is obliged to worship and thank him but reason is
incapable of knowing all the attributes of God and can not know the way to worship him , it is the revelation
that explains to the mind how to worship and thank God. And reason also can not know the details of good
and evil. Here is the function of revelation that reinforces the opinion of reason through the sacred and
absolute nature contained in the revelation.

This study aims to explain the concept of the order of sources of Islamic law so that readers can
understand various differences. The approach of qualitatif and this research is library research approach.
The method used is the method of description - analysis, which is expected to explain the position of Islamic

legal sources.

In the author's analysis, the Qur'an has clearly explained in several verses that reason has a very important role
given by Allah as a gift and mercy to increase piety to Him. So the position of reason becomes a way to help humans,
especially mujtahids in deciding contemporary legal cases as long as they do not contradict the Qur'an and Sunnah.

In this day and age the process of ijtihad is still very wide open because times are constantly changing.
Nevertheless The application of ijtihad does not apply to individual fardi ijtihad) but to jama'i (collective) ijtihad.
Because modern science is increasingly complex, the mastery of all fields by a mujtahid is very difficult, so it can be
united according to experts in their respective fields to jointly determine legal issues.

Keywords: Alqur'an, Sunnah, Akal, Source of Islamic Law,.

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad Saw adalah seorang rasul sebagai penerima risalah dan wahyu dari Allah
SWT dan mengemban amanah menyampaikan Islam untuk semesta alam. Tiada rasul dan wahyu
sesudahnya untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini. Agama Islam telah dinyatakan
sempurna di akhir hayat Rasulullah, hal ini menandakan ajaran Islam memiliki peran yang sangat
besar, mampu menyelesaikan segala macam persoalan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan
sosial di dunia ini. Sesuai dengan ungkapan para hukum Islam : “ al-Syariah al-Islamiyah
Shalihatun i kulli zaman wa makan (syariat Islam dapat dipedomani dalam segala waktu dan
tempat).

Permasalahannya, bahwa pada kenyataannya ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang
masalah hukum sangat terbatas jumlahnya. Menurut Hasby Ash-Shiddieqy, ayat- ayat Alquran
yang berkaitan dengan hukum ada 298 ayat dengan rincian: ibadah 140 ayat, ahwal Syakhsiyyah 70
ayat, Jinayah 30 ayat, hukum perang dan pemerintahan 35 ayat, hukum acara 13 ayat dan keuangan
Negara dan ekonomi 10 ayat.! Di samping itu, realitas kehidupan manusia terus berubah sehingga
menimbulkan corak baru di dalam kehidupan masyarakat. Dari dua fakta di atas menyebabkan
umat Islam dihadapkan pada tantangan, apakah relevansi hukum Islam dapat dibuktikan ke dalam

realita kehidupan yang selalu berubah.

! Hasby Ash-Shiddieqy. Pengantar Figih Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang. 1990.
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Secara historis, umat Islam telah membuktikan relevansi dan dinamika hukum Islam.
Tantangan — tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial dalam perkembangan sejarah umat
Islam telah mulai timbul sejak Rasulullah shallallahu alaihi salam wafat, meskipun dalam bentuk
yang berbeda dan tidak sekompleks sekarang. Berbagai tantangan itu ternyata semuanya dapat
dijawab oleh hukum Islam.?

Dalam relevansi fakta di atas, maka timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hukum Islam
dapat menjawab permasalahan kehidupan yang berubah terus menerus, sehingga perlu adanya
upaya untuk memelajari dan memahami metodologi hukum Islam. Salahsatunya ialah pembahasan
tentang sumber dan dalil hukum Islam (mashadir wa adillah al-ahkam).

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep sumber-sumber hukum Islam agar pembaca
dapat memahami berbagai macam perbedaan pendapat mengenai sumber hukum Islam. Pendekatan
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan library research (kepustakaan). Metode yang
digunakan adalah metode diskripsi — analisis, yang diharapkan mampu menjelaskan kedudukan
sumber hukum Islam yang berimplikasi terhadap penyelesaian masalah fikih di setiap waktu dan

zaman yang berbeda.

Penggunaan data sekunder dari berbagai referensi dan tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang
sumber hukum Islam dari berbagai persepektif keilmuan. Kemudian peneliti melakukan analisis
dikriptif terhadap data tersebut.

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. PENGERTIAN SUMBER DAN DALIL HUKUM

Kata “Sumber Hukum Islam” merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab Mashdar al-
hukm atau jamaknya mashadir al-ahkam. Kata tersebut tidak diketemukan dalam kitab-kitab
hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik.® Kata tersebut menjadi
istilah para ahli usul fikih baru muncul sekitar abad ke-14 H atau sekitar pertengahan abad ke-20
M.4

2 Satria Effendi M. Zein, Pengantar, dalam Nasrun Rusli, Konsep ljtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan
Hukum di Indonesia. Jakarta: Logos, 1999.

3 Fathurrahman Djamil, DR. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep, Sinar Grafika, 2013. Hal 71.

4 Lihat , Abd al-Wahhab Kahlaf, Mashadir al-Tasyri” al-1slami fi ma la Nashsh fih, Kuwait: Dar al-Qalam, 1968;
Zakaria al-Birri, Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah, 1975.
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Kata mashdar atau jamaknya mashadir arti etimologisnya berarti asal atau permulaan
sesuatu, sumber, tempat munculnya sesuatu, dan wadah. Sedangkan, al-dalil atau al-adillah berarti
penunjuk, buku petunjuk, tanda atau alamat, bukti dan saksi.> Jika digabung kata di atas dengan
kata al-hukm atau al-ahkam maka : adillah al-ahkam merupakan landasan bagi para pakar hukum
Islam dalam menetapkan sesuatu hukum untuk untuk diterapkan secara praktis oleh seseorang atau
masyarakat. Sedangkan mashadir al-ahkam (sumber hukum) merupakan asal yang darinya tempat

munculnya hukum.®

Berdasarkan informasi di atas bahwa suatu dalil tidak dapat dikatakan sumber bila
memerlukan dalil lain untuk dijadikan sebagai argumentasi, karena kata sumber adalah bersifat
bebas dan mandiri. Para penulis ushul fikih kontemporer membagi sumber hukum ini pada dua
bagian yaitu sumber hukum yang disepakati (mashadir al-ahkam al-muttafaq ‘alaih) yaitu Alquran
dan Sunnah; dan sumber hukum yang tidak disepakati (mashadir al-ahkam al-mukhtalif ‘alaih),
yakni dalil-dalil selain Alquran dan Sunnah yakni ijma’, mazhab sahabi, giyas, istihsan, istihsab,

maslahah mursalah, ‘urf, Sadd al-dzariah, Syar'u man goblana.”

Dengan demikian apa yang dikaji olen Fathurahman Djamil dapat dikatakan bahwa yang
menjadi sumber hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah yang sekaligus bisa menjadi dalil
hukum. Sedangkan yang lain hanya berfungsi sebagai dalil hukum saja. Dalil hukum tidak bisa
bertentangan dengan sumber hukum, karena fungsi dalil hanya sebagai penyingkapan atau
menghadirkan hukum yang terdapat di dalam sumbernya.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu Alquran,
Sunnah dan Ijtihad bi ra’yi (akal budi).® Pemahaman tentang sumber hukum Mahmud Syaltut
berangkat dari relasi antara teks dengan konteks. Alquran dan Sunnah pemahamannya
dimaksudkan sebagai pendekatan langsung terhadap teks. Sedangkan ra’yu merupakan ijtihad
terhadap berbagai persoalan yang tidak dijumpai pada nash (teks) yang kemudian dipraktekkan
melalui metode ijma’, mazhab sahabi, giyas, istihsan, istihsab, maslahah mursalah, ‘urf, Sadd al-

dzariah, Syar 'u man qoblana.

Dalam penulisan ini, penulis sepakat dengan pembagian sumber hukum dengan dalil hukum

yang telah diuraikan di atas oleh Mahmud Syaltut sebagai gerakan membuka pintu ijtihad. Oleh

*Muhammad ibn Ya’qub al-Fairuzabadi, al-Qamus al-Muhith, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, j.11I him. 377; Ahmad W.
Munawwar, Kamus al-Munawwir, (Surabaya Pustaka Progresif, 1984, hal. 450.

6 Abdul al-Wahhab Khallaf, IImu Ushul al-Fikih, Kuwait: Dar al-Qalam, 1968, hal. 20.

7 Fathurrahman Djamil, DR. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep, Sinar Grafika, 2013. Hal. 72.

8 Mahmud Syaltut, al-Islam Syari’ah wa ‘Agidah. (TT, Daar al-Qalam, T.Th), hal 477.
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sebab itu penulis memasukkan ijtihad bi ra’yi sebagai salahsatu dalil hukum Islam. Untuk
pembagian apa saja yang termasuk dalam sumber hukum dan dalil hukum, maka penulis berangkat
dari hadits Muadz bin Jabal (HR. Abu Dawud) yang menerangkan tentang sumber hukum Islam
ada 3 yaitu Alquran dan Sunnah dan Jjtihadu bira’yi. Seperti diketahui bahwa hadits yang
menerangkan tentang ini menyisakan perdebatan pada sanadnya dikalangan ahli hadits (tidak
muttashilnya sanad Harits bin Amr serta sahabat Muaz penduduk Yaman). Namun demikian hadits
tersebut adalah hadits magbul karena adanya hadits lain yang shahih dengan makna yang sama. Di
samping itu, jika dipandang dari segi matan selaras dengan pernyataan Alquran dan praktik nabi

serta sahabat nabi dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Adapun dalil-dalil hukum terdiri dari ijma’, mazhab sahabi, giyas, istihsan, istihsab,
maslahah mursalah, ‘urf, Sadd al-dzariah, Syar’u man qoblana. Penjelasan dalil hukum akan
diuraikan pada penulisan berikutnya. Penulis akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam saja
ialah Alquran, Sunnah dan Jjtihadu bira yi.

B. ALQURAN
1. Pengertian etimologis
Kata Alquran merupakan isim mashdar dari fiil madhi B Yang artinya membaca,
menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan, melahirkan, bunting.
Kata al-gira’ah (¢/_4) dan al-Quran (U_&) keduanya merupakan isim mashdar dari
qara’a (1_%) yang artinya pembacaan atau bacaan.’

2. Pengertian Terminologis
a) Istilah ahli kalam:1°

ool 5y g ) Al ) (e ApeSad) LS Ailaial) Gapail) daall L)

Alquran adalah sifat yang gadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang
hikamiyah (penuh hikmah) yang tersusun dari awal surat al-Fatihah sampai surat
al-Nas.
b) Istilah ahli ushul figih dan ahli figih :*
5l s il b o siSall alu s adde il s ) e 5 Sanall 22U 4l
SEPR RIS

° Achmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia.
10 Muhammad Abdul ‘Adhim al-Zargani, Manahil al-Irfan fi Ulum al-Quran (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th), jilid I, hal. 18.
1 bid
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Alguran itu adalah kalam Allah subhaanallahu ta’ala, yang menjadi mukjizat,
yang diturunkan kepada nabi Muhammad, yang dituliskan di mushaf, yang
dinukilkan secara mutawatir, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang

membacanya.

3. Alasan kenapa Alguran sebagai sumber hukum
a) Alquran sebagai sumber hukum
Alguran sebagai wahyu Allah subhaanallahu ta’ala yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad shallallahu alaihi salam. merupakan sumber utama hukum
Islam, yang harus diyakini oleh muslimin. Dengan demikian setiap muslimin
menghadapi persoalan hukum semuanya dikembalikan kepada Alguran selama

diterangkan atau ditemukan dalam nash Alquran.

Bukti yang menerangkan bahwa Alquran sebagai sumber hukum dan dalil
hukum adalah nash Alquran itu sendiri yang menyuruh muslimin mematuhi (taat)
kepada Allah subhaanallahu ta’ala. Wajib mematuhi perintah-Nya dan menjauhi
segala larangan-Nya. Beberapa ayat yang menyatakan hal di atas sebagai berikut:
Al-Maidah (5) ayat 48;

Go el Ut ghel ] 18 V5T 05 oy oy K20 Uiy il fpn a3 0 U Wit (5T, il ) W35
Ras o dif ) AT T R T o 2500 005 50 Al a7 515 g B 5 2 e (R QJ

L8235 (¢

L:)%,!;z;f\:‘,é("iﬁu-’ S \

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran,
membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya)
dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka
menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka
dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat
diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguiji
kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.
hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa
yang telah kamu perselisihkan itu.

An-Nisa (4) ayat 59 :

Uaﬁ;w@ﬁsﬁuuesmfy\@j\jd}u)n\#\jﬂ\\#\\y\gwﬂ\@u

FET

oG raly A s Sa VT Ll Al el 2K o) gl AlTs &F )

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri
di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka
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kembalikanlah ia kepada Allah (Alguran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya.

Keseluruhan ayat Alquran dari segi lafadz dan maknanya adalah bersifat
qath’il al-wurud, yang berarti semua lafadz dan makna Alquran datang dari Allah
subhaanallahu ta’ala. tanpa diragukan lagi keasliannya. Adapun keotentikannya

bersifat mutawatir.

Sementara itu, dari segi dalalah hukumnya, sebagian gath il al-dalalah dan
sebagian lainnya zhanni al-dalalah. Qath’il al-dalalah berarti ketentuan
hukumnya tidak membutuhkan penafsiran lagi, sedangkan ketentuan hukum yang

zhanni al-dalalah adalah mengandung dan menampung berbagai penafsiran.*?

b) Penjelasan Alguran tentang hukum
Dalam Alquran terdapat ayat-ayat muhkam (jelas) dan mutasyabih (samar)®?,

seperti diuraikan dalam surat Ali Imran (3) : ayat 7;

u),_mwawh@ummu L \jﬂ\e\wu&w\;&uﬁ\dﬂcd}\ L;.ﬂ\}b
T e 5s K ke ugﬁ#\@uyﬂjﬁ\ V) AL 5 gl Loy R sla A0 olaf 4 ai
g_uN\ \}S}\ ‘>I\ )Sq.:u}
7. Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (ISI) nya ada
ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat)
mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan,
Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk
menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui
ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami
beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan
tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Ayat-ayat muhkam adalah ayat yang jelas maksudnya dan tidak ada keraguan
serta tidak memiliki pengertian lain selain pengertian maksud yang terdapat
dalam lafadz ayat Alquran itu sendiri. Ayat-ayat muhkam ada pada agidah,
ibadah dan norma-norma baik atau buruk (shalat, keesaan Allah, dan berbakti
kepada orang tua.

Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat yang tidak jelas artinya sehingga ada
kemungkinan berbagai macam penafsiran dan pemahaman. Ayat-ayat ini bersifat
zhanny dan umumnya pada ayat tentang muamalah dan hubungan kemanusiaan

(hablumminannas). Secara umum ada dua perbedaan dalam menafsirkan dan

12 Fathurrahman Djamil, DR. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep, Sinar Grafika, 2013. Hal. 76.
13 Lihat dalam al-Suyuti, al-Iitqan fi ‘Ulum al-Qur’an, Cairo: Matba’ah Musthafa al-Baabii al-Halabi, cet. Ill, T.t,1. 231
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memahami ayat-ayat mutasyabihat ; 1) adanya satu kata yang memiliki dua arti
(Musytarak), seperti lafadz gar’'un atau quru’ dalam surat al-Bagarah ayat 228;
lafadz au la mastum al-nisa pada surat an-Nisa ayat 43 yang memiliki arti yaitu
bersentuh kulit dan bersetubuh. 2) penggunaan nama dan kata kiasan pada
beberapa ayat Alquran. Akibatnya menimbulkan keraguan dalam memahami ayat
tersebut. Seperti menyamakan sifat manusia pada zat Allah. Padahal Allah
bersifat mukhalafa al-hawadits (berbeda dengan ciptaan-Nya). Contoh surat al-
Fath ayat 10 yang artinya: “Tangan Allah di atas tangan mereka”.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Alquran menjelaskan tentang
ayat-ayat hukum ada yang terinci (jelas uraiannya), garis besar, dan ibarat atau
isyarat.}* Penjelasan terinci yaitu ayat-ayat tersebut telah jelas tanpa
membutuhkan penafsiran lagi. Misal surat tetntang waris (an-Nisa: 11-12) dan
tentang zina (an-Nur ayat 4). Ayat hukum yang bersifat garis besar maka
diperlukan penerangan dan penjelasannya oleh Nabi Muhammad saw. ,melalui
sunnahnya. Namun ada juga dalam sunnah memerlukan perincian kembali
sehingga diperlukan ijtihad dalam memberikan penjelasan hukum. Sedangkan
ayat hukum yang bersifat ibarat memiliki maksud tersurat dan tersirat sehingga
memerlukan penelaahan yang mendalam dalam memahami Alguran.

c) Pernyataan Alquran dalam menetapkan hukum

Pernyataan Alquran dalam menetapkan hukum berupa perintah dan larangan ada
4 bentuk yaitu:1) Tuntutan melakukan sesuatu dalam bentuk suruhan dan
tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dalam bentuk suratan. Seperti perintah
mendirikan salat; Al-Anbiya (21) ayat 73:

b:j.;.:\f‘—u‘y\s‘jbjs‘)j‘;u\}b‘M\eu\Ju‘}\;}\MM\MJ\}b‘)AbUJJ@M\’j }

73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi
petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan
kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah
mereka selalu menyembah.

Larangan membunuh;al-An’am (6) ayat 151:

wes;s}\\)myjuu\umgu)\ AAAAAA L,*,,om,s fsgces)eﬁua:\umas‘
V) A 255 Al il 1588 Y 5 (e W g J&Luu&ﬁ” 15208 Y 3 eM-"J fSSJ)-’y?-’dU
O s &l 4y K 2D Al

14 Fathurrahman Djamil, DR. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep, Sinar Grafika, 2013. Hal. 80.
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151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu
Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap
kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut
kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah
kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun
yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang
diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

2) Dalam bentuk janji baik dan buruk, pahala dan dosa, serta pujian dan celaan.
Seperti dalam an-Nisa (4) ayat 13 :

sdaall 53l allh s T fala “"é’“e—mwdﬁ*—mdém”wﬂwchuﬂ; A &l

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat
kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang
mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan ltulah
kemenangan yang besar.

3) Berbentuk berita tetapi mengandung tuntutan. Seperti dalam surat al Bagarah
ayat 228:

g;—‘jb‘whw;@u‘u&ﬂ\é)é ‘dﬁuuﬂ&u‘u@idu%ijﬁmu&wﬁ oy el Gl ’i‘ij
h)du@hdhﬂjujﬂbwhdﬂ\@u@jgm\\jd\)\u\dh@md}d;\ug_\j}u}}y\
283 B Al

228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga Kkali
quru'[142]. tidak bolen mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya
berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki
ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada
isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

4) Kebolehan dari suatu perbuatan (mubah atau halal). Seperti dalam surat an-
Nisa ayat 101 :

Lz o S P Rt IT S Tl - SO SUNNE PR SRS SRS N (VI TR S % SUPS - SR & { (R COSRL AT
Gl ) T35 Gl skl of 28 3 35l o 55000 o 214 2 G (T 3 A5 135
Uk 153 2407508

101. dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-
gashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya
orang-orang Kkafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

d) Sistematika hukum dalam Alquran

Secara umum hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu:®

15 Fathurrahman Djamil, DR. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep, Sinar Grafika, 2013. Hal. 85-86.
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i. Hukum I’tigadiyyah (agidah) : hukum ini mengatur hubungan manusia
dengan Allah subhaanallahu ta’ala dalam masalah keimanan dan
ketaqwaan.

ii. Hukum khulugiyyah (akhlak): Hukum ini mengatur hubungan manusia
dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama,
bermasyarakat, dan bernegara. Termasuk hubungan manusia dengan
dirinya sendiri dalam bingkai akhlakul karimah.

iii. Hukum amaliyah (syar’iyyah): hukum ini mengatur hubungan hidup
lahiriyah antara manusia denan makhluk lain, dengan Tuhannya selain
bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.

C. SUNNAH
Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua memiliki peran yang sangat penting
dalam mentransformasikan nilai-nilai Alquran untuk dijadikan pedoman kehidupan
manusia. Nabi Muhammad shallallahu alaihi salam memiliki otoritas untuk menjelaskan
wahyu yang turun. Perilaku, sikap dan sifat nabi dijaga oleh Allah subhaanallahu ta’ala.
sehingga ke ma shuman nabi terjaga dari lahir hingga akhir hayatnya.
Sunnah secara etimologis ialah:®
Cieal) Lgaan day pid) g daglal) g) A3y phal) 9) 3 yaad) (2 Adad)
Artinya: sunnah yaitu perjalanan hidup, jalan dan cara, tabiat, syariah, dan dalam
bentuk jamak adalah al-sunan.
Sedangkan secara terminologis yaitu:*’
SIS g Jad gl J 8 e ale g ddle il e Jgmll 0o S La S A siaaal) 2 el 8 Sl
WLy ol ol a e 8 AlianiC La) J8 A (S o) gou B e o) ABIA ) 4818 ddin
Artinya: setiap sesuatu yang bersumber dari Rasulullah shallallahu alaihi salam.
Baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat kemakhlukan, akhlak atau perjalanan
hidupnya, baik terjadi ketika belum menjadi rasul seperti bersemedi di gua Hira’ atau
setelah menjadi Rasul.
Pengertian Hadits berarti mempunyai kabar, kejadian, sesuatu yang baru, perkataan,
hikayat dan cerita.*® Sedangkan menurut terminologis hadits adalah :
198 gail) ay o) Bl g alad g Al g8 (e alus g adle i) Lo Joudl 0o s e

16 Louwis Makhluf, al-Munjid fi al-lughah wa al-A’lam, Beirut: Dar al Masyriq, 1986, hal. 353.

7 Muhammad Ajaj Khatib, Ushul al-Hadits: ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu, (TT, Dar al-Fikr, 1989) hal 19.
1818 Achmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia. Hal 261.

1% Muhammad Ajaj Khatib, Ushul al-Hadits: ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu, (TT, Dar al-Fikr, 1989) hal 12.
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Adapun perbedaan dengan hadits adalah sunah lebih umum dan masa sebelum dan
sesudah menjadi nabi. Hadits terbatas pada periode kenabian saja dan makna lebih khusus.
Dalam hemat penulis, penggunaan sunnah dalam penetapan hukum lebih utama karena
akhlak dan suri tauladan nabi Muhammad shallallahu alaihi salam. dapat kita contoh
(rujukan) dari masa remaja hingga menjadi nabi.

Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum salahsatunya dijelaskan dalam surat an-
Nisa (4) ayat 59:

U;)sgwg;emﬁuuesuf\z\gjbdy,n T shal 5 40 1 sl T3l Gl 30

2 g4 4.2

)ujuw;b).\;dhﬁw ).J\}awbu}m (;...\SU\J}MJS\}&\L;\

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di
antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas menjelaskan wajibnya mengikuti Rasulullah (sunnah), maka para
sahabat sepakat menjadikan sunnah sebagai sumber hukum setelah Alquran dalam
menyelesaikan persoalan masyarakat.

Hukum — hukum yang dijelaskan oleh sunnah ada tiga macam fungsi sebagai
berikut:

1. Sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Alquran.

Contoh: Rasulullah shallallahu alaihi salam bersabda;
(4ake Cl 8 50) L@l S ¢o ol Ladl alug adle ) La ol JB

Hadits tersebut memperkuat keterangan Alquran mengenai kewajiban transaksi dengan

sifat rela sama rela, seperti dalam surat an-Nisa ayat 29:
O T &) Bl 15885 5 R a5 0 5533 688 of V) iy o 1530 15RE ¥ Tl 6l il
PESE
29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.

2. Sebagai penjelas terhadap hukum-hukum yang dibawa Alquran, dengan macam-macam

penjelasan, seperti pembatasan arti yang umum dan merincikan persoalan pokok.
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Contoh: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, seperti dalam Alquaran
surat al- Baqarah ayat 275; Allah subhaanallahu ta’ala berfirman :
\‘)x\dggmm 518 2 udawxwﬁ\u@dmeﬁuw Gysasis ¥ 15 5s&G Gl
dﬂgtﬁ‘_‘:&w}ﬂ\é‘J}’\}u&uudﬁG@_ﬂu ‘)L’\A&Qﬁbcbwﬂ\}.})ﬂeﬁjc\.\” \d;\}
Q)ﬂété—ﬁe%&“ Lalal
275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu

(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kemudian nabi menjelaskan tentang aneka macam jual beli, jual beli yang tidak sah dan
macam riba yang diharamkan. Seperti jual beli salam (HR. Bukhari), penjualan tidak
tunai (kredit) (HR Ibnu Majah), melarang jual beli Gharar (HR. Bukhari dan Muslim)

dan melarang jual beli Najsy (HR. Bukhori dan Muslim) serta hadits lainnya.

3. Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh Alquran secara tersendiri.

Contoh : menetapkan hukum tentang haramnya binatang buas yang mempunyai taring
dan burung yang memiliki kuku tajam. Dalam Alquran surat al-Bagarah ayat 173; al-
Maidah ayat 3; dan surat al-Nahl ayat 115, tidak menjelaskan keharaman hewan-hewan

tersebut. Rasulullah bersabda:

?!J;MSE&M!C,M,M@SJS‘}@A“J@&Gﬂ‘d@wﬂ\(ﬁﬁx}@‘(ﬁ

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi salam bersabda semua jenis
binatang buruan yang memiliki taring dan buruan yang memiliki cakar maka
memakannya adalah haram (HR. An-Nasa’i)

Untuk penjelasan ini para ulama berbeda pendapat, ada yang menerima fungsi mutsbit
yang mandiri dan sebagian lainnya tidak menerima fungsi mutsbit tersebut.

Di samping itu ada perbedaan dalam pengambilan hadits yang digunakan dalam penetapan
hukum, yaitu posisi hadits dipandang dari banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan, dan hadits
ini dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Hadits Mutawatir?°

¥ ol e olghia L) aiad) J gl (e agdia o QIS o an gh) 65 Balal) ik aan o) g Le g& ) giall Cugaal)
) ciliahia A8da (o1 8 aaad) 138 Juay

20 Muhammad Ajaj Khatib, Ushul al-Hadits: ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu, (TT, Dar al-Fikr, 1989) hal 301.
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Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak perawi yang secara kebiasaan tidak
mungkin mereka bersepakat untuk berdusta sejak tingkat awal sanad sampai akhir
sanad.

Hadits Masyhur?!
by (e g dulauall sy i) 6 a0 30 6l aae adu Y e Llauall e ol gy le ga  ggediall Cugaal)

Hadits Masyhur yaitu hadits yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, tetapi tidak
sebanyak orang yang meriwayatkan hadits mutawatir, kemudian menyamai tingkatan
mutawatir pada masa-masa sahabat dan pada masa-masa sesudahnya.

Hadits masyhur terbagi menjadi dua bagian yaitu: 1) hadits masyhur yang shahih, hasan
dan dhaif. 2) hadits masyhur yang hanya dikenal dikalangan terbatas dan cukup populer
di masyarakat.?

Hadits Ahad?®
S gial) g) ) ggdiall gy Ah B 655 Al Laa Jislh o) o) da) gll o) g La ga SaY) Enaa

Hadits ahad yaitu hadits yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang atau lebih,
yang tidak terpenuhinya syarat masyhur atau mutawatir.

Imam Syafi’i mendefinisikan hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang
perawi kepada seseorang hingga sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi salam, atau
seseorang meriwayatkan hadits pada masa pertama dari Rasulullah shallallahu alaihi
salam dan setelah itu menjadi banyak.

Tingkat kebenaran hadits ahad mengandung dhanni pada sanad dan matan karena pada
sanad ketersambungannya kepada nabi belum mencapai pada tingkat yang pasti.
Sedangkan pada matannya disebabkan umat Islam sejak dahulu telah menerima dan
mengamalkan kandungannya. Namun demikian para ulama sepakat menjadikannya
sebagai hujjah jika tidak ada dalil yang bertentangan.?*

Menurut Muhammad Ali Farhat ada perbedaan pandangan mengenai hadits ahad :2°

a) Jumhur ulama mengatakan hadits ahad merupakan hujjah dan dapat dijadikan
sebagai sumber hukum.

b) Sebagian penganut Zhahiriyyah menyatakan hadits ahad bukan merupakan hujjah
syar’i dan tidak mesti mengamalkannya.

c) Mayoritas penganut Syiah mengakui hadits ahad sebagai hujjah dan harus
diamalkan jika diiringi dengan garinah yang bisa memberikan keabsahan untuk
diamalkan.

21 |bid. Hal 302.

22 Lihat Imam Nawawi, al-Taqrib wa Ta’sir li Ma’rifah Sunan al-Basyir al-Nadzir, Beirut Dar al-fikr, 1998, hal 115.

3 Muhammad Ajaj Khatib, Ushul al-Hadits: ‘Ulumuhu wa Mustalahuhu, (TT, Dar al-Fikr, 1989) hal 301.
24 Lihat Muhammad Ali Farhat, Muhadlarah fi ‘Ulum al-Hadits (TT: Muhammadiyah, 1989), cet. I, hal 40.

25 Mardani, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar, cet 2, Februari 2015, hal 140.
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d) Kelompok Mu’tazilah hanya mengakui hadits ahad sebagai hujjah dan dapat
diamalkan jika posisi hadits itu sebagai hadits ‘aziz (hadits yang diriwayatkan
tidak lebih dari dua sekalipun dalam satu thabaqgat).

D. UJTIHAD BI RA’Y

I. Pengertian

1. Pengertian Etimologis

Ijtihad berasal dari kata ijtihada (2¢a)), yajtahidu (=), ijtihadan (\a=al), yang berarti

bersungguh —sungguh (kesungguhan dalam mencurahkan pikiran/akal).?®

2. Pengertian Terminologis
ljtihad ialah memberikan kesanggupan untuk mengistinbathkan hukum syar’i dari yang

telah dipandang dalil oleh syara, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul.?’

I1.Alasan Kenapa ljtihad Menjadi Sumber Hukum Islam

Dalam Alguran banyak sekali yang menerangkan tentang keutamaan akal, salahsatunya
adalah surat az-Zumar ayat 18 Allah subhaanallahu ta’ala berfirman tentang kehebatan akal yang

diberikan petunjuk oleh Allah subhaanallahu ta’ala: az-Zumar ayat 18:

i \;}\gm)\}m\a@& Gl a5l Al g B O3 ) gasing (il

18. yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka ltulah
orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka ltulah orang-orang yang mempunyai
akal.

surat Ali Imran (3) : ayat 7;

Eja@q)h@uqﬂ\u\ﬁ KR \}&_\.\SS\ \&@&w\;&uﬂ\&hd}\dﬂ\ﬁ
wxﬁ#\uﬁup@\ji \au?xuujﬁju;w)muwmmuuw

T ) 288 LT e B Ry Gals

7. Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat
yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.
Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti
sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-
cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang

mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu

26 Ma’luf al-Yasu’l, al - Munjid. Beirut.
27 Hasby ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, cet. Keenam; Bulan Bintang, 1980, hal 63-64.
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dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang

yang berakal.
Dalam hadits nabi yang menceritakan tentang ijtihad, yang artinya:

Rasulullah shallallahu alaihi salam mengutus Mua’adz ke Yaman bersabda: *“ Bagaimana
engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara?”. Mu’adz menjawab:
“Saya akan menghukum dengan Kitabullah”. Sabda beliau :’Bagaimana bila tidak terdapat
di Kitabullah?”. la menjawab: “Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasul”. Beliau
bersabda: “Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah?”. la menjawab:
“Saya berijtihad dengan akal saya.” Kemudian, Rasulullah saw bersabda; “ Segala puji
bagi Allah yang telah memberi taufig kepada utusan Rasulullah saw.(HR Abu Daud,
Sunannya no. 3592 dan 3593)

Hadits yang menerangkan tentang ini menyisakan perdebatan pada sanadnya dikalangan
ahli hadits (tidak muttashilnya sanad Harits bin Amr serta sahabat Muaz penduduk Yaman). Namun
demikian hadits tersebut adalah hadits magbul karena adanya hadits lain yang shahih dengan
makna yang sama (hadits tentang ijtihad hakim, diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim). Di
samping itu, jika dipandang dari segi matan selaras dengan pernyataan Alquran dan praktik nabi
serta sahabat nabi dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Jika dilihat dari segi orientasi mujtahid yang menggali hukum untuk memecahkan masalah
hukum terbagi menjadi dua, 1) Kelompok tradisional, yaitu usaha menggali hukum yang lebih
berorientasi pada ungkapan-ungkapan yang tersurat dalam Alquran dan Sunnah, yang biasa disebut
dengan kelompok al-hadits. 2) kelompok rasionalis, yaitu upaya menggali dan menetapkan hukum
yang lebih berorientasi pada akal. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum merupakan
sesuatu yang kepentingannya dapat ditelaah dengan memperhatikan aspek-aspek kemaslahatan,

kelompok ini disebut dengan ahl al-ra 'yi.?8

Tingkatan ijtihad terbagi menjadi dua bagian yaitu® : 1) ljtihad “Darakil Ahkam”
(menghasilkan hukum yang belum ada). 2) Ijtihad “Tathbigil Ahkam” (menerapkan hukum atau
gaedah atas segala tempat yang menerimanya).

Tujuan ijtihad menurut penulis adalah melengkapi kebutuhan umat dalam peningkatan

beribadah kepada Allah subhaanallahu ta’ala. sesuai dengan tempat dan keadaan tertentu sehingga

28 M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, cet. Kesatu, Ul Press, 2011, hal 54.
2% Hasby ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, cet. Keenam; Bulan Bintang, 1980, hal 65.
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beribadah lebih baik. Sedangkan fungsi ijtihad ialah untuk memperoleh alternatif sumber hukum
dengan menggunakan kemampuan akal sehat untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan

hukum jika ketentuan hukum tersebut tidak ada dalam Alguran dan Sunnah.

Para ahli ushul figih sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak
terdapat dalam nash atau yang terdapat dalam teks Alquran dan Hadits yang masuk kategori zhanni
al-dalalat . Karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa ijtihad adalah mencari hukum suatu

kasus yang sudah terdapat dalam nash qath i tidak dapat begitu saja diterima oleh mereka.

Peristiwa keputusan Umar bin Khattab dianggap sebagai sosok yang memasuki
permasalahan dalam rash gath’i namun beliau tidak melakukan ijtihad istinbath (darakil ahkam)
melainkan ijtihad tathbiqi (tidak memberlakukan nash tertentu dikarenakan adanya nash lain yang
menghendaki demikian). Contoh, pelarangan terhadap laki-laki muslim menikah dengan wanita
ahli kitab, dengan alasan kekhawatiran akan menimbulkan fitnah bagi wanita muslimah. Padahal

nash Alguran membolehkannya.

Adapun ijtihad terhadap teks Alquran dan Hadits yang bersifat zhanni, di kalangan ahli
ushul figih dikenal adanya metode ta 'wil (etimologis artinya kembali, dan secara terminologis
memalingkan lafadz dari zahirnya karena adanya dalil atau pengertian tersirat yang diistinbathkan

dari ayat Alguran dan Hadits dengan argumentasi tertentu).

Dalam kajian beberapa literature tentang sumber hukum Islam, menyebutkan sumber
hukum Islam terdiri dari; Alquran, Sunnah, Qiyas, [jma’ dan Mashalih Mursalah.®* Namun menurut
penulis bahwa qiyas, ijma’ dan mashalih mursalah adalah sebagai dalil-dalil hukum atau bentuk
metode dari proses ijtihad. Ijtihad memiliki identitas sebagai sumber hukum Islam, maka memiliki
sistem dan aturan baku. Yang kemudian dapat dikembangkan oleh generasi berikutnya dalam

memecahkan kasus hukum.

Berijtihad adalah kegiatan yang tidak mudah, maka para ahli ushul figih memberikan
persyaratan bagi seorang mujtahid. Penguasaan kebahasaan khususnya bahasa Arab®? dan
penguasaan terhadap materi hukum serta keilmuan lainnya yang menunjang seperti nasikh
mansukh, ilmu ushul fiqih, ‘iilat, maqasid syariah, ilmu kalam dan ilmu manthiq serta keilmuan

lainnya yang berhubungan dengan hukum. Di samping itu juga penguasaan bidang ekonomi,

30 Mardani, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar, cet 2, Februari 2015, hal 143.
31 Abdul Wahhab lbrahim Abu Sulaiman, al-Fikr al-Ushuliyy, Dar-Syurug, cet kesatu, 1983, hal 39.
3L jhat Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, al-Fikr al-Ushuliyy, Dar-Syuruq, cet kesatu, 1983, hal 23-25.
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politik, sosiologi, antropologi, ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan teknologi menjadi syarat

bagi seorang mujtahid dalam memutuskan permasalahan hukum kontemporer.

Dengan demikian persyaratan bagi seseorang (ijtihad fardi) dalam melakukan ijtihad untuk
memecahkan persoalan menjadi sangat berat pada zaman sekarang ini. Maka solusinya ialah
berijtihad dengan konsep ijtihad jama’i atau kolektif sesuai dengan bidangnya masing-masing
dalam memecahkan persoalan hukum. Di Indonesia sudah menerapkan ijtihad kolektif seperti
komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majlis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail

NU dan lembaga-lembaga lainnya.

Macam-macam ijtihad menggunakan metode : ijma’, mazhab sahabi, giyas, istihsan,
istihsab, maslahah mursalah, ‘urf, Sadd al-dzariah, Syar'u man qoblana. Adapun produk ijtihad
dapat dibedakan menjadi empat yaitu: figih, ganun, qadha’l, dan fatwa. Perbedaan tersebut tidak
bertujuan untuk pengertian sekulerisme yang dipakai untuk memisahkan agama dari kekuasaan
pemerintahan, akan tetapi hanya sekedar membedakan otoritas atau pembagian kerja
kemasyarakatan (social division of labour) sehingga kedua belah pihak dapat mempertahankan

kemurnian dan integritas pekerjaan masing — masing.>

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam terbagi menjadi tiga bagian yaitu : Alquran,
Sunnah dan ljtihad (kemampuan akal). Adapun proses dalam penetapan hukum melalui tiga tahap
yaitu : tahapan pertama ialah menetapkan hukum berdasarkan nash Alquran. Kemudian tahapan
kedua jika tidak ada dalam nash Alquran atau nash zhanni maka penetapan hukum menggunakan
Sunnah. Terakhir, tahapan ketiga jika tidak tidak terdapat Alquran dan Sunnah maka penetapan
hukum menggunakan ijtihad (kemampuan akal).

Perdebatan mengenai apa saja yang termasuk sumber hukum Islam terletak pada penetapan
ijtihad (kemampuan akal) sebagai sumber hukum Islam ketiga. Sebagian golongan mengakui
ijtinad sebagai sumber hukum Islam ketiga, namun sebagian lain tidak mengakuinya karena akal
dipandang sebagai alat dalam berpikir dan tidak mau mensejajarkan peran akal dengan Alquran dan
Sunnah. Perdebatan ini muncul ketika lahirnya gerakan terbukanya pintu ijtihad yang disebabkan
pada kejumudan berpikir dan fanatisme umat yang berlebihan terhadap mazhab.

Dalam analisis penulis, Alquran telah jelas menerangkan di beberapa ayat bahwa akal
memiliki peranan yang sangat penting yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah dan rahmat

untuk menambah ketakwaan kepada-Nya. Maka posisi akal menjadi jalan untuk membantu

33 M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, cet. Kesatu, Ul Press, 2011, hal 54-55.

107



manusia khususnya para mujtahid dalam memutuskan perkara hukum kontemporer selama tidak
bertentangan dengan Alquran dan Sunnah.

Pada zaman sekarang ini proses ijtihad masih sangat terbuka lebar karena zaman yang terus
berubah. Namun demikian pemberlakuan ijtihad tidak berlaku pada ijtihad fardi perorangan)
melainkan pada ijtihad jama’i (Kolektif). Karena keilmuan modern yang semakin komplek maka
penguasaan semua bidang oleh seorang mujtahid sangat sulit, maka dapat disatukan sesuai dengan
ahlinya di bidang masing-masing untuk bersama menetapkan persoalan hukum. Direkomendasikan
kepada Lembaga fatwa Indonesia diberbagai organisasi sudah seharusnya lebih progresif dan
adaptif dalam mengeluarkan fatwa hukumnya yang masih dalam konteks ke-Indonesiaan

berdasarkan kemaslahatan. Wallahu a’lam bisshawab
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